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PERATURAN DAERAH Kabupatcn Kcbumen tentang mengadalian dan menarik pajak k
menyelcenggaraken tontonan umum,

Ketentuan Umum,.
Pasal 1.
Didalam kabupaten Kebumen diadakan pajali karena menyclenggarakan tontonan wium,
Pasal 2, '

(1) Yang dimaksud dengan tontonan umum dalam peraturan-dacrah ini ialah paneran
pameran,pasar-malai, fancy-fair,pertandingan olah raga,opera,sandiwara,nya-
nyian serta musik dan scmua pertunjukan dalam macam atau dengan nama apapun
juga,baik tersendiri maupun tergabung, yang dengan pembayaran, umum diper-
bolehkan masuk atau mendapat tempat,

(2) Scbagai tontonan umum dianggap juga tontonan yang diselenggarakan olch por
kumpulan-porkumpulan untuk para anggautanya yeng dengan pembayaran para
anggauta dan bukan anggauta diperbolchkan masuk ~tau mendapat tempat.

(3) Yang dimaksud dengan pengusaha dalam peraturan-daerah ini ialah orang atau
badan hukum yang atas naianya atau atas tanggungannya, tontonan diselcngga
rakan,

Pagjak.
Pasal 3

(&) Besarnya pajak yang tcrhutang olch penyelenggara ialah:
asuntuk pertunjukan bioskoop 30 % (tigapuluh perseratus),
beountuk pertunjukan pertandingan olahraga 10 % (sepuluh perscratus)/ dan
countuk pertunjulen-pertunjukan lainnya 25 % (duapuluh lina perseratus),
a,b dan ¢ dari bea-masuk yang akan dipungut,

(2) Jika tontonan umui disclenggorakan atas nama atau atas tanggungan lebih da
rl seorang,maka rerck: masing-nasing bertanggung-jawab atas pembayaran pa-
Jaknya,

(3) Pajalk dibayar oleh atau atas nowme pengusaha kepada pegawai-pegawai yang di
tunjuk olch Dewan Pemorintah Dacrah yang berkewajiban mcnerima dan uenyc -
torkan pajak-~tontonan, untuk pcmbayaran mana pengusaha diberi tanda-pencri
maan, sebclumnya tanda-tancda masulk yang discrahkan untuk dibubuhi cap ber-
lubang dan tanda pengcsahan diterimanya kembali,

(4) Pajalk dihitung dari jualeh tanda-tanda masuk yong dibubuvhi cap berlubang.

(5) Para pegawai terscbut pada ayat (3) diatas, sclain menunaikan tugasnya,ber
kewajiban pulea memungut uang pesti tontonan dimalksud dalam rasal 3a dengen
tanda bukti yang discdiakan olch Peicrintah Dacrah untuk setiap pertunjuk-
an.

(6) Hasil pemungutan uang asti tontonan langsung mcnjedi haknya para cgawai
& (&} p (=) o
pemungutnya scbagal uang jerih lclah pcngawasan,

Pasal 3 a .

Untuk tiap kali pertunjukan, pengusaha dikcnakan uang pasti tontonan schesar
harga karcis tanda masuk yang tertinggi pada saat pertunjulran disclenggarakan,
sekurang-kurangnya Pe25y==3 dalai 1 hari (24 jam) dikcnakan uang pasti tontonan
untuk sebanyslki-banyaknya 4 kali pertunjukan,

Pasal L4,

(1) Dari tanda~-tanda mesuk yang masing-mesing berharga kurang dari duapuluh 1i
ma. sen baru dipungut pajak apabila pendapatan penjualan tanda-tanda masuk
itu schabis satu kali pcertunjukan melcbihi seratus limapululy rupiah,

(2) Buat tontonan yang menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah diadakan sung-
sungguh untuk usaha amal atau kepentingan umum, danat diberikan pembebasan
rajak yang tidak akan meclcbihi 30 % (tigapuluh perseratus) dari pajak yang.
terhutang menurut pasal 3 ayat (1),

(3) Apabila scbelum ieiungut bea-masuk olch penyclenggara diberitahukan bahwa
beca~masuk itu sudah ditambah dengan pajalk tontonan,mcka atas tambahan ini
tidak dikconakan pajak.,

(4) Dari ueng iuran yang harus dibayar olch anggauta perkumpulan begitu pula
dari uang yang dipungut untuk pesanan tempat, programa-programa, buku-buku
teks dan sebagainya, tidak dikcnakan pajal, kccualai jika uang yang di pu-
ngut itu mempunyai sifat sebapgai harga-masuk,dalam halmana dari uang-uang
ini juga dipungut pajak,
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(5) Dalam hal scdemikian harga=-masult buat tiap-tiap kelas ditaksir olch D =fﬁﬁa3
-]

merintah Dacrah dan uang ini dikcnalian pajak., Op;

(6) Terhadap kcputusan Bupati Kc¢pala Dacrah atas kebesratan tentang penctapan pa
Jak schbagai dimaksud dalam ayat (1), (4) dan (5) pasal ini pcngusaha dalam
waktu satu bulan scsudah keputusan terscbut diberitahukan kenadanya dapat me
ngajukan permintaan banding kepada Gubernur Kenola Dacreh Tingkat I Jawa-Te-
ngah.Kewajiban untuk menbeyar pajek tidal: dipertanzsguhkan karcna vongajuan
surat permintzan banding itu; dalan hal pengusaha di'benarkan,imaka padenya di
bayarkan kembali kclebihan vajaknya,

Pasal 5,

(1) Jika oleh pengusaha dipungut harga-masult kurang deri duapuluh lina sen,nalka
pajak dibayar sehabis suatu tontonan/pertunjukan atau lebih,

(2) Pengusaha-pcengusaha vyang dapat meibuktikan bahwa nercka nyata-nyata tidak
mampu untuk menbayar terlebih dahulu scluruh atau sebagian dari pajak yang
dikenakan pada inercka, sesudah memberikan jaminan cukup menurut pcndapat De-
wan Pemerintah Dacrah, dapat diberi kolonggaran untuk membayar lunas pajak
yang terhuteng schabis suatu tontonan/pertunjukan atau lcbih.

Pasal 6.

Kcpada para pengusaha pameran-pameran atau pasar-malam oleh Dcwan Pemerintah Da
crah jika dipandangnya ada ~lascn-alasan yeng sah, dapat diijinkan uhtuk menye-
lenggarakan tontonon itu dengen tidek mempergunakan tsnda-tenda masuk yang dibu
buhi cap berlubang s:rta pcembayaren pajalt terlcbih dahulu.

Pagal 7.

Jika schabis tontonan olech pengusaha ditunjubken bahya tidak scmua tanda-tanda
nasuk yeng tolah dibubuhi cap berlubang terjual habis, meka dengan menyerahkan
sisa tanda-tanda masuk itu, pajek ymng telah dibayar dan tidak terhutang, scte-
lah jumlahnya ditctapkan olch rengusaha dan disctujui olch negawai termaksud dalz
lem pasal 3, dikembalikan,

TANDA TANDA MASUK
Pasal 8,

(1) Tanda-tanda masuk horus imcnycbutkan harga mosuk scrta kelas tompat duduk
dan harus digabung jadi satu buat tiap-tiap keolas serta diberi sampul,

(2) Sebclum dipakai, tanda-tanda masuk harus dibubuhi cap berlubang dengan hu -
ruf "DePeRs"" olch pegawai yong discrahi pckerjaan ini olch Dewan Pemcrintah
Daerah,

(3) Pada sampul-sampul buku-buku itu oleh pchawal tormalisud ayat (2) dicatat
Jumlah den harga tanda-tanda masuk begitu pula kelas tempat duduk yang non-
Jadi hek pemcgangnya,

(4) Tanda~-tanda masuk hanya holeh dicabut dari buku untuk diberikan kcpada pe -
nonton, Tanda-tanda masulc yang telah dicabut dianggap telah tcrjual kecuali
dalam hal schagai tcrrelkisud dalan pasal 12 ayat (2).

KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAY PENONTON,
Pasal 9,

(1) Tiap-tiap pcngusaha yon  bernelksud alkan menyclenggaraken tontonan umum ha -
rus nemberitahukan scndiri etau dengan perantaraan orang yang dikuasakan
tentang maksudnya itu dengen nemperlihatkan surat ijin untulk itu yang dibe-
rikan olch yang berwajib koepada negawai tormeksud dalam pasal 3 dengan mchl-
beritahukan pula .tentang besarnya harga mesuk yang alkan dinungut, pesanan
tcmpat, programa, buku tcks dan lain-~lain lieterangan yang diperlukan untuk
dapat menctapkan pajalk dengan sclisana.

(2) Menurut peraturan-daerah ini pengusaha dienggap bemkcdudukan dikantor Dewan
Pemcrintah Dacrah.,

(3) Para pecngusaha dilarang scsudah ncnerima kembali bukusbulku termaksud dalam pa
pasal 8 ayat (1) untuk memungut harga-mesulk lcbih tingzi dari pada yang di
beritahukan kepada pegawei tormaksud delam pasal 3 ayat (3) dan tclah dica-

tat pada buku-buku itu scsuai dengan ayat (1) pasel ini sclama pajak atas
kelebihan/kenaikan itu tidak dibayar.

(L) Pengusaha berkewajiban mcnempelkan penjumumen schuah steu lebih yang dibubu
hi tanda pengesahan olch atau atas nama Dewan Pomcrintah Dacrah tecntang be-
sarnya harga-harga masuk ditcmpat penjuslan tencda-nasuk dengan cara sedemi-
kian schingga dapat mudah dilihat olch umum,
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Pasal 10,

Pengusaha berkcvajiban:

asncitberikan kepada tiap-tiap pcnonton scbelun diperbolehkan memasuki scsuatu
tontonan, sebuah tanda masuk yang menyeblitkan kelas tompat dudule dan telah di
bubuhi cap berlubeng baik pada walktu meitbayar harge assuk pmeupun dalam hal
berlangganan atau pengeluaran yeng discbut bulku-bukuy kupon, denzan mcnunjukkan
tznda langganan ~tau dengan mengebalikan suatu kupon ‘atau kartu bobas yang
tclah dibcrikan, kccuali morele yang apabilas scsuatu tontonan diselenggarakan
Olch suatu perkuimpulan dcngan tidak mcmungut harga masuk dari anggautanya, da
pat mcnunjulikan bahwa crela adalah anggaute perkuimnulan itu,

beditcmpat tinpat yeng mucah kolihatan didckat pintu masuk yong menmberi jalan
masuk kctcmpat tontonan menaruh scbuah atau lebih pragumunan-pengununan yang
tclah dibubuhi tanda pengesahan olch atau atas nena Dewan Pciaerintah Daecrah,
dimana dicantumkan bahwa scnua tanda-tanda langganan, kupon-kupon dan kartu -
bebas harus ditukar dengan tande-taonda masuk yeng telah dibubuhi tanda cap
berlubang,

Ceschabis tiap-tiap pcrtunjukan yeng diseclenggarakan, ncitberi leporan kcpada pe
gawai termaksud dalan rasal 3 ayat (3) deri banyaknya tanda-tanda masuk yang
terjual dengan diperinci menurut besarnya harga masuk dan Ikelasnya,

dedalam hal-hal tcrmaksud dalar pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 pcraturan-dacrah i
ni, pada hari kerja yang pertama setelah hari tontonan yang diijinkan diseclcng
garakan dengan menycrahlien keubali tanda-tanda masuk yang tidak terjual mcmba
yar lunas pajaknye yang terhutang setelah Junlahnya ditctapkan olch Dewan Pe-
lterintah Deerah keopada regawnl termaksud dalanm pasal 3,

eodalam hal tcrmaksud sub d basal ini, scbclum nonyetechggaralkan tontonan,mecmberi
leporan terlebih dahulu Levade negawai tornslisud dalam pascl 3 ayat $3) dari
banyaknya d=n harga toncde-tanda nasuk yang akan <ijual,

fesewaktu-waktu Jika dinintea segera nenunjukkan tanda-tanda nasuk Yans dijualnya
kepada pegawal-pegawai ternaksud dalan pasal 13,

Pasal 11,

Sciua pengunjung tontonarn~tontonan unum, keccuali ncrcka yans apabila tontonan di
sclenggarakan olch suatu perkunpulan dengan tidak nciungut harga-measuk dari ang-
gauta-anggautanya, dapat mcnunjukkan bahwa mcercka adalah anggauta perkumpulan i
tu, berkewajiban atas permintaan pegawci-pegawai yang discrahi pekerjaan mengu-
sut polanggaran-pclanggaran pcraturan-decrah ini, mcmp:rlihatkan kepada mercka
ini tanda-masuk yang ditcrimanya dan menycrahkannya jilka tanda-masuk itu tidak
dibubuhi cap berlubang, sesuai dengan Lketentuan dalan pasal 8 pcraturan-dacrah
ind,

KETENTUAN KRTENTUAN LARANGAN,
Pagal 12.

(1) Pengusaha dilarang:
aeriengubah, nenghilangkan atau rnennbikin schingga tak torbaca cap berkubang
dan catatan-catatan t.rmaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) dan pula cata
tan-catatan yang termaksud dalam pasal 9 ayat (3)e i
b.ricnjual lagi tanda-tanda nasuk yang sudah tcrjual meolainkan jika harga- ma-~
suk yang telah dibayar olch pcmbeli yang dulu telah dibayar kcabali sepenuh
nya olch pengusaha,

(2) Para bengunjung tontonan-tontonan umun dilerang mcngeimbalikan tanda-tanda -
nasuk kcpada pcngusaha kecuali dalam hal bahwa karcna tontonan itu tidak ja
di disclenggarakan, tanda-tanda nacul yang telah dikclmarkan itu dibeli kem
bali olch pongusaha,

PEGAVAI PEGAVAI PRENGUSUT PELANGGARAN,
Pasal 13,

1) Yang discrahi Juga pekorjaan mengusut pclanggeran~-velanggaran peraturan-dac
rah ini ialah Kopala Pekerjaan Unum kabupatcn, Opscter dan Penilik Pckerjaan
Umum Kabupatcn, Kontrolir, Pcngawas Kcuangan, Pencriksa Pasar, dan Mantri Pa
Jak Dacrah Swatantra,

2) Olch mcroka scgera dibuat berita acara dari pelanggeran-pelanggaran peratur
an-dacrah ini yeng diketahui olch mercka,

3) Jike dipandang perlu untuk pengawasan yang scksama atas nertaatan kotontuan
kcetentuan poraturen-dacrah ini, olch Bupati Kepala Dacrah dapat ditunjuk bc

berapa orang pegawai yans jualahnya ditctapkan ol:-h Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah, scdang jika perlu tanda-pengenalnya (distincticf) ditctapkan olch Bu

48



pati Kepala Dacrah,

(4) Pegawai-pegawail tormaksud dalain pasal ini berhal: achasukl scnua tempat-ten-
pat dimana disclonggarakan tontonan umun dan dijual tanda-tanda masuk kena-
da unuile

KITENTUAN KET@NTUAN HUKUMAN,
Pasal 14,

Tidak ncienuhi kewvajiban-liowajiban yang; ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) dan
(4), pasal 10 sub. a, b, ¢, ¢ dan f dan pasal 1l atau n:langgar larangan-larang
an yang ditcntukan dalaw pasal 9 ayat (3) dan pasal 12, dihukum dengan hukuman -
kurungan sclame-lamenya 3 (tiga) bulan atau denda sctinggi-tingginya Mel.000,~~
(scribu rupiah),

PiERTANGGUNGAN JAWAB,
Pasal 15,

(1) Kewajiban~-kcewajiban dan ketentuan-kotcentuan larangan yang acnurut peraturan-
dacrah ini dikcnakan licpada pengusaha berlaku juga terhadap orang-orang yang
Barcna pongusahenya sakit atau tidak ada ditempat, discrahi memimpin tonton
an, demikian pula dalam hal tidak ada perintah tclah menganbil pimpinan,olch
karcna mana mercka ini dalam hal-hal itu scperti pongjusaha sendiri, bertang
gung jeawab atas tidek dipenuhinya kctentuan-ketontuan teorscbut diatas.

(2) Apabila pcngusaha adelah suatu baden hukum, maka kctentuan-kctcntuan kewaji
ban den larangan y~ny meaurut perztur~n-dacrah ini ditujukan tcerhadap badan
hukum ini, dianggap scbagai ditujukan tirhadap para anggauta ponsurusnya dan
penimpin tontonan.

Pasal 160

Cara penyctoran dan pcrtang ungan uang pajak yang ditcrina, contoh buku-bulku
yang akan dipergunakan dan surat-surat cctak mengenai pajak itu, ditentukan oloch
"Dewan Pemerintah Dacrah,

Pasal 17,

(1) Pcraturan-dacrah ini dapat discbut "Peraturan pajal: tontonan Kabuvaton Kebu
ren " dan mulai berlaku nada hari ke-30 sctcelah hari pcngundangannya delam
Lembaran Propinsi Jawa Tenzah,

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-dacrah ini tidak berlaku legi iVeror-
dening tot heffing en invordering ccner bclasting op het houden van openba-
rc vermakkelijkheden in het Regentschap Kebocien® tanggal 2 Mei 1932 di un-
dangkan dalaim Provinciaal Blad tanrsgal 7 RPeptember 1932 (Bijvocgsel Seric C
No. 14) schasaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah toralkhir dengan
peraturan-dacrah tanggal 22 Juli 1954 diundangken calam Lembaran Propinsi Ja
wa Tengah tangpal 15 Nopember 1954 (Tambahan Seri C Nro 45).-
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